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KEPUTUSAN
DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MqDIA

NoMoR : l0bt| lf, I }T-ot -0tl2o2q

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewaliban berbagai pihak dalam penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik waiib menetapkan

Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana paada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik flembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 tahun 2009 tentang

Perfilman flembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemaiuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Keria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6573)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

kemdikbud.so.id
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[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Telmis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publikdi Lingkungan

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2018 tenang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elekgtronik Selrtor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 896);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia

Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di

Indonesia oleh Pihak Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ll Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap

Pelanggaraan Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 374/0/2021 tentang Rincian Tugas Unit Keria Direktorat

fenderal Kebudayaan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN

MEDTA KEMENTERI,AN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI.

Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan

Media, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman, Musill dan Media.

Standar Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musilg dan Media meliputi

ruang lingkup pelayanan administrasi, sebagaimana terlampir dalam

lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman,

Musilg dan Media dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh

pimpinan, apparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasal

Keputusan Direktur Perfilman, Musih dan Media Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, l0 September 2024
Direktur.Perfi lman, Musik, dan Media,

anmadfia,-t enara
NIP 196910261998021001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA
NoMoR : Mau lftlor-0rc)lM2q
TENTANG STANDAR PET.AYANAN PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Service delivery

No. Uraian

7 Persyaratan Pelayanan

o. I

Syarat untuk pelaku kegiatan film:
1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi

ikbu
Dengan persyaratan:
a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu

Tanda Penduduk (KTP) ketua komunitas
2. Mengisi formulir pada

nzl n nfilm mdikbud

Komponen

A. Standar Pelayanan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF)

Syarat untuk pelaku usaha film:
1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi

p e rizinanfilm. kemd ikbu d.go. id

Dengan persyaratan:
a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

sektor Kebudaya an (59t12; 59122)
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

INPWP] Perusahaan
c. Nomor Induk Kependudukan (NlK)/Kartu

Tanda Penduduk [KTP) Pimpinan
Perusahaan

2. Mengunggah Nomor Induk Berusaha (NIB) ke
dalam aplikasi perizinanfi lm.kemdikbud.go.id

3. Mengisi formulir pada
pe riz ina n fi lm. ke m d ikbu d. go. id

4
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3 langka waktu
penyelesaian

2 (dua) hari keria seiak dokumen dinyatakan lengkap

4 Biaya/ tarif Tidak dipungut biaya

5. Produk pelayanan Surat Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) secara
online

Pelaku Usaha d8n Kegialan
Film Mengajukan

Pernohonan Melalui Aplikasi

Direktorat
PMM

Melakukan
Verifikasi

Direktur Menerbi&an TPPF
Melalui Aplikasi

Pelaku Usaha dan Kegiaran
Film menerima TPPF pada

aplikasi

Prosedur

Ditolak

I)itcrima

Untuk Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiaran Film
1. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Perfilman mengajukan

permohonan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film kepada
Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik dan Media secara
elektronik (onltne) ke pe rizina n Iilrrr. kt,nrtlrkb u rl.go, itl;

2. Direktorat Perfilman, Musih dan Media memverifikasi
pennohonan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film kepada
a. fika permohonan disetuiui akan diterbitkan TPPF
b. fika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada

pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi
3. Direktur Perfilman, Musik dan Media menerbitkan Tanda

Pemberitahuan Pembuatan Film;
4. Pelaku Usaha Dan Pelaku Kegiatan Film menerima TPPF pada

aplikasi pc rizinan film.kenrd ikbud.go.id
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Penanganan
pengaduan, saran, dan
masukan

Manufacturing

No. Komponen

Dasar Hukum

6 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
secara tertulis ditujukan kepada:
Direktur Perfilman, Musik dan Media
Direktorat lenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek
Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8,

f alan f enderal Sudirman Senayan, lakarta 7027 O

2. Unit Layanan Terpadu [ULT) Kemendikbudristek Gedung
C Lantai Dasar. f! fenderal Sudirmaru Senayan, jakarta
10270
email: p c ngaduan @ kemd ikbud.go. id
facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud
instagram: @ult.kemd ikbud
pusat panggilan: 177

3. Aplikasi SP4N - Lapor melalui laman www.lanor.go.id
4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui

surel : @kemdikbud.so.id
mdikbu

Sesuai iam keria [08.00 WIB s.d 16.00 WIBJ
Tel n 021 s725716

Uraian

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun
2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5060);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemaiuan Kebudayaan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta
Keria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,

6
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Sarana, prasarana, dan/
atau fasilitas

Kompetensi Pelaksana

dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 627J;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 8961;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaraan Perizinan Berusaha
Sektor Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan
Telmologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Keria Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riseg
dan Teknologi ( Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2021 Nomor 963J;

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise! dan
Teknologi Nomor 37 4/O/202Ltentang Rincian Tugas Unit

a Direktorat enderal Kebud

1. Parkir dan Ruang Tunggu:
a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman
b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan

1). Televisi
2). Bahan Bacaan
3). AC/Pendingin Ruangan
4). Air Minum
5). Hotspot/wifi
6). Ruang Ibadah

2. Sapras bagi yang berkebutuhan khusus:
a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda
b. Tersedia parkir khusus difabel;
c. Pintu mudah diakses;
d. Selasar mudah diakses;
e. Petugas khusus;
f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker

3. Sarana Penunjang lain:
a. Mesin fotokopi;
b. Ruang Laktasi;
c. Elevator

4. Sarana meja tamu/ruang layanan

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan
perfilman;

2. sott yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin
perfilman; dan

3
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Pengawasan internal

5 Jumlah pelaksana

6. Jaminan pelayanan

7 laminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

kinerjaEvaluasi
pelaksana

3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, dan

integritas yang tinggi

3 (tiga) orang yang berperan dalam menganalisis berkas
nan

Surat Tanda Pemberitahuaan Pembuatan Film (TPPFJ

diterbitkan secara transparan, cerma! dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Hasil verifikasi bersifat transparan. Tanda Pemberitahuan
Pembuatan Film (TPPF) dijamin keabsahannya dengan
dibubnhi 2 D barcode (QR Code)

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk meniaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat
dilakukan 1 tahun 4 (empatJ kali

Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001
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4. 1. Atasan langsung;
2. SPI; dan
3. InspektoratfenderalKemendikbud

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, l0 September 2024
Direktur Perfilman, Musik, dan Media,

cz
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B. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIFJ

Service deli

Persyaratan Pelayanan

Prosedur

1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi
@dengBn
persyaratan;
a. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB) pada

website oss.go.id
b. Memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia) bidang perfilman pada
website oss.go.id (591321

2. Mengisi formulir pada
pe rizinan fi lm.kenrd ikbud.go. id

Dirolak

Diterima

1. Pelaku Usaha Perfilman mengaiukan permohonan Surat

Rekomendasi lmpor Film ISRIF) kepada Menteri Up.

Direktur Perfilman, Musik dan Media secara elektronik
(onftne) ke perizinanfi lm.kemdikbud.go.id;

2. Direktorat Perfilman, Musik dan Media memverifikasi
permohonan Surat Rekomendasi Film:
a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan SRIF

9

No. Komponen Uraian

Pelaku Usaha Mengajukan
Permohonan Melalui Aplikasi

Dirchorat
PMM

Melakukan
Verifikasi

Direktu. Mensrbitkan SRI F

Melalui Aplikasi

Pelaku usaha menerima SRIF
pada aplikasi



b. fika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada
pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi

3. Direktur Perfilman, Musik dan Media menerbitkan Surat
Rekomendasi Impor Film;

4. Pelaku usaha menerima SRIF pada aplikasi
perizina n film.kemdikbud.go. itl

3 Jangka waktu
penyelesaian

2 (dua) hari keria sejak dokumen dinyatakan lengkap

4. Biaya/ tarlf Tidak dipungut biaya

5. Produk pelayanan Surat Rekomendasi Impor Film (SRIF)

6. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

Manufacturing

Komponen

1. Pengadua4 saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis ditujukan kepada:
Direktur Perfilman, Musih dan Media
Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8,

f I. f enderal Sudirman Senayan, lakarla 7027 O

2. Unit Layanan Terpadu (ULTJ Kemendikbudristek
Gedung C lantai Dasar. fl fenderal Sudirman, Senayan,

lakarta 10270
email: pengaduan@kemdikbud.go.id
facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud
instagram: @ult.kemdikbud
pusat panggilan: 177

3. Aplikasi SP4N - Lapor melalui laman www.lapor.go.id
4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:

surel : nprizinan nerfilman 16! lrp rn rl i lrh u rl on irl
direktoratDmmb kemdikbud.so.id
Sesuai am a 08.00 s.d 16.00 Tel .o27 5725776

Uraian

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2009 tentang Perlilman (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5060);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta
Keda; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6573)

Dasar Hukum

t0

No.

1.



2 Sarana, prasarana, dan/
atau fasilitas

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelengpraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617J

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,
dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615)

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 627J;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 8961;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaraan Perizinan
Berusaha Sektor Kebudayaan;

11, Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Keria Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Telmologi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 374/0/2027 tentang Rincian Tugas
Unit Keria Direktorat fenderal Kebudayaan;

1. Parkir dan Ruang Tunggu:
a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman
b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan

1). Televisi
2). Bahan Bacaan
3J. AC/Pendingin Ruangan
4). Air Minum
5). Hotspot/wifi
6). Ruang Ibadah

2. Sapras bagi yang berkebutuhan khusus:
a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda
b. Tersedia parkir khusus difabel;
c. Pintu mudah diakses;
d. Selasar mudah diakses;
e. Petugas khqsus;



3 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan
perfilman;

2. sou yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin 
I

perfilman; dan 
]

3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan
integritas yang tinggi

Pengawasan internal 1. Atasan langsung;
2. SPI; dan
3. Inspektorat lenderal Kemendikbud

Jumlah pelaksana 3 (tigal orang yang berperan dalam menganalisis berkas
ermohonan

6 Jaminan pelayanan Surat Rekomendasi Impor Film [SRIFJ diterbitkan secara
transparan, cermat, dan dapat dipertanggungiawabkan.

7 Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Evaluasi
pelaksana

kineda I

Hasil verifikasi bersifat transparan. Surat Rekomendasi
Impor Film (SRIF) diiamin keabsahannya dengan dibubuhi
2D barcode (QR Code).

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selaniutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan kineria pelayanan
Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat
dilakukanltahun4kali

2

Kompetensi Pelaksana

5.

12

f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker
3. Sarana Penunjang lain:

a. Mesin fotokopi;
b. Ruang Laktasi;
c. Elevator

4. Sarana meja tamu/ruang layanan

/t
/'--"-)

IJJ
o-

,

Ditetapkan di lakarta
Pada tanggal, lpSeptember 2024
Direktir Perfilman, Musik, dan Media,r',*

*/Ah^rdMahendra

NIP 196910261998021001

4.



C. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)

Service del

1. PersyaratanPelayanan Syarat untuk pelaku usaha film:
1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi

perizinanfilm.kemdikbud.go. id

Dengan perqraratan:
a. Memiliki Nomor lnduk Berusaha (NIB)

sektor Kebudayaan (59132)
b. Memiliki NPWP Perusahaan
c. Nomor Induk Kependudukan [NIK)/Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan
Perusahaan

2. Mengunggah Nomor Induk Berusaha (NIB) ke
dalamaplikasi@

3. Mengisi formulir pada
erizinanfi lm.kemdikbud o. id

a. Melampirkan Surat Tanda Lulus Sensor
(STLS) atau surat pernyataan kepemilikan
film dari Pimpinan Perusahaan

b. Melampirkan Kontrak atau Surat Perianjian
atau Surat Peralihan atau Surat
Konfi rmasi/Pernyataan yang menyatakan
perubahan kepemilikan fi lm

Syarat untuk pelaku kegiatan film:
1. Membuat akun dan registrasi di aplikasi

perizinanfi Im.kemd ikbud.go. id
Dengan persyaratan
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu

Tanda Penduduk [KTPJ ketua komunitas
2. Mengisi formulir pada

erizinanfi lm.kemdikbud id

No. Komponen Uraian

l3



Pelaku Usaha dan Pelaku
Kegialan Film Mengajukan

Permohonan Melalui Aplikasi

Di.ektorar
PMM

Melakukan
Veriirkasi

Direktur Meneft itkan SKPF
Melalui Aplikasi

2. Prosedur

Ditolak

Diterima

1. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Perfilman mengaiukan
permohonan Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)

kepada Menteri Up. Direktur Perfilman, Musik dan Media
secara elektronik fonllne) ke pcrizinan film.kcnrdikbud. go,irl;

2. Dit PMM memverifikasi permohonan Surat Keterangan
Pencatatan Film;
a. Jika permohonan disetuiui akan diterbitkan SKPF
b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada

pemohon disertai dengan catatan dalam aplikasi
3. Dit PMM menerbitlon Surat Keterangan Pencatatan Film
4. Pelaku Usaha dan Pelaku Kegiatan Film menerima Surat

Keterangan Pencatatan Film (SKPF) pada aplikasi
perizina nfi Im.kemd ikbud.go.id

]angka waktu
penyelesaian

4

5

Biaya/ tarif
Produk pelayanan

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)

1.1

Pelaku Usaha dan Pelaku
Kegiatan Film menerima Sural

Keterangan Pencalalan Film

J. 2 hari kerja seiak dokumen dinyatakan lengkap



6. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

Manufacturing

No. Komponen

Dasar Hukum

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan
secara tertulis ditujukan kepada:
Direktur Perfilman, Musik dan Media
Direktorat f enderal Kebudayaan, Kemendikbudristek
Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8,

f alan f enderal Sudirman Senayan, lakarta 7O27 O

2. Unit Layanan Terpadu ( UL! Kemdikbudristek Gedung C

Lantai Dasar. fl fenderal Sudirman, Senayan, fakarta
10270
email: pengaduan@kemdikbud.go.id
facebook unit layanan terpadu Kemendikbud
instagram: @ult.kemdikbud
pusat panggilan: 177

3. Aplikasi SP4N - Lapor melalui laman www.lapor.go.id
4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui

surel: @kemdikbud.so.id

Sesuai iam kerja [08.00 WIB s.d 16.00 WIB]
Tel n 021 5725776

Uraian

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik flembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038J;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5060J;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemaiuan Kebudayaan (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta
Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6537)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomoor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birolaasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,

1

l5



9

8.

dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 627);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 8961;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaraan Perizinan Berusaha
Sektor Kebudayaan;
Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerla Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Rise!
dan Telmologi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise! dan
Teknologi Nomor 37 4 / O /2021 tentang Rincian Tugas Unit
Ke Direktorat enderal Kebuda an;

1. Parkir dan Ruang Tunggu:
a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman
b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan

1). Televisi
2). Bahan Bacaan
3). AC/Pendingin Ruangan
4). Air Minum
5). Hotspot/wifi
6). Ruang lbadah;

2. Sapras bagi yang berkebutuhan khusus:
a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda
b. Tersedia parkir khusus difabel;
c. Pintu mudah diakses;
d. Selasar mudah diakses;
e. Petugas khusus;
f. Kamera pemindai suhu tubuh dan pengguna masker

3. Sarana Penunjang lain:
a. Mesin fotokopi;
b. Ruang Laktasi;
c. Elevator

4. Sarana meia tamu/ruang layanan

10.

11.

12.

2 Sarana, prasarana, dan/
atau fasilitas

t6



3 Kompetensi Pelaksana 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan
perfilman;

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin
perfilman; dan

3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan
integritas yang tinggi.

1. Atasan langsuns
2. SPI; dan
3. Inspektorat fenderal Kemendikbud

3 (tigal orang yang berperan dalam menganalisis berkas
ermohonan

Surat Keterangan Pencatatan Film [SKPF) diterbitkan secara
transparan, cerma! dan dapat dipertanggungiawabkan.

Hasil verifi kasi bersifat transparan.Surat Keterangan
Pencatatan Film [SKPF) dijamin keabsahannya dengan
dibubuhi 2D barcode (QR Code)

1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 fsatuJ kali dalam satu tahun. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk meniaga dan
meningkatkan kinerja pelayanan,

2. Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat
dilakukan 1 tahun 4 kalie t

Ditetapkan di fakarta
Pada tanggal,lSeptember 2024
Direktur Perfilman, Musik, dan Media,

Ahmad Mahendra
NIP 19691026199802 1001

5

Pengawasan internal

lumlah pelaksana

6 ]aminan pelayanan

7 f aminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

8. Evaluasi
pelaksana

kineria

t7
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Service delive

1. PersyaratanPelayanan

Uraian
1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIBJ pada

website oss.go.id
2. Memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia) bidang perfilman pada website
oss.go.id

3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor yang lama
atau bukti peralihan hak cipta film untuk film
hasil jual beli atau sewa hak tayang

Ditolak

Diterima

1. Pemohon mengajukan pemberitahuan pembuatan film/Surat
Rekomendasi tmport Film/Surat Keterangan Pencatatan
Film fresensor] melalui email ke Direktorat PMM.

2. Direktorat Perfilman Musik dan Media melakukan verifikasi
terhadap pengaiuan pemberitahuan pembuatan film/Surat
Rekomendasi Import Film/Surat Keterangan Pencatatan
Film (resensor).
a. Jika permohonan disetujui akan diterbitkan

sKPF/TPPF/SRrF
b. Jika permohonan ditolak akan dikembalikan kepada

Pemohon Mergajukan
Permohonan Melalui Aplikasi

Direktorat
PMM

Melakukan
Verifikasi

Direktur Menerbi&ao
SKPF/TPPF/SRIF Melalui Aplikasi

Pernohon menerima
SKPF/TPPF/SRI F pada aplikasi

No. Komponen

n disertai den catatan dalam likasi

r8

D. Standar Pelayanan Manual SKPF/TPPF/SRIF

2. Prosedur



6 Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan

3. Direktorat Perfilman, Musih dan Media menetapkan tanda
pemberitahuan pembuatan film/Surat Rekomendasi Import
Film/Surat Keterangan Pencatatan Film (resensor).

4. Pemohon menerima pemberitahuan pembuatan film/Surat
Rekomendasi Import Film/Surat Keterangan Pencatatan
Film (resensorJ.

1. Pengaduaq saran, dan masukan dapat disampaikan
secara tertulis dituiukan kepada:
Direktur Perfilman, Musik dan Media
Komplek Kemendikbud Gedung E, Lantai 8,

fl. fenderal Sudirman Senayan, fakarta 7027O;
2. Unit Layanan Terpadu ( ULT) Kemdikbudristek Gedung C

Lantai Dasar. fl fenderal Sudirmaru Senayan, Jakarta
to270
email: oengaduan@kemdikbud.go.id
facebook: unit layanan terpadu Kemendikbud
instagram: @ult.kemdikbud
pusat panggilan: 1770

3. Aplikasi SP4N - Lapor
4. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui

surel : perizinan.perfi lman@kemdikbud.go.id;
direktoratp mmb @ kem dikbu d.go.id
Sesuai jam keria (08.00 WIB s.d 16.00 WIB)
Tel n 021 5725776

Manufa

Dasar Hukum

5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkaplangka waktu
penyelesaian

4 Biaya/ tarif Tidak dipungut biaya

5 Produk pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Film (SKPF)/Tanda
Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPFJ/Surat Rekomendasi
lmpor Film (SRIFI

Komponen UraianNo.

6573

t9

r

1. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2009 tentang Perfilman (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5060);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan flembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta
Kerja; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202O Nomor 245, Tambalan Lembaran Negara Nomor

J.



Sarana, prasarana,
dan/ atau fasilitas

Unit Ke a Direktorat enderal Kebuda an.

Parkir dan Ruang Tunggu:
a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman
b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan

1) Televisi
2J Bahan Bacaan
3) AC/Pendingin Ruangan
4) Air Minum
5) Hotspot/wifi
6J Ruang Ibadah

Sapras bagi yang berkebutuhan khusus:
a. Step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda
b. Tersedia parkir khusus difabel;
c. Pintu mudah diakses;
d. Selasar mudah diakses;
e. Petugas khusus;
f. Kamera pemindai suhu tubuh daq pengguqa masker

1

2

20

2.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,
dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentangLayanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 627);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Terhadap Pelanggaraan Perizinan
Berusaha Sektor Kebudayaan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerla Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riseq
dan Teknologi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 37 a / O / 2021 tentang Rincian Tugas



Sarana Penunjang lain;
a. Mesin fotokopi;
b. Ruang Lakasi;
c. Elevator
Sarana meja tamu/ruang layanan

Kompetensi Pelaksana

1. Atasan langsung
2. SPI; dan
3. lnspektoratJenderalKemendikbud

!umlah pelaksana 3 (tiga) orang yang berperan dalam menganalisis berkas
emohonan

3

4

4 Pengawasan internal

7 f aminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Evaluasi
pelaksana

kineria

Hasil verifikasi bersifat transparan. Surat Keterangan
SKPF/TPPF/SRIF dilamin keabsahannya dengan dibubuhi
2D barcode (QR Code)

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 fsatu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya
dilakukan tindakan perbaikan untuk meniaga dan
meningkatkan kineria pelayanan.
Melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat
dilakukan 1 tahun 4 em t kali

8. 1.

2.

Ditetapkan di lakarta
Pada tanggal,pSeptember 2024
Direktur Perfilman, Musik, dan Media,

-4nmad Mahendra
NrP 196910261998021001

5

6 Surat Keterangan SKPF/TPPF/SRIF diterbitkan secara
transparan, cermaq dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan
perfilman;

2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur izin
perfilman; dan

3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan
integritas yang tinggi.

--1i

Jaminan pelayanan

2l


